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Bersama ini disampaikan dengan hormat petunjuk lebih lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2931/SJ tanggal 2 Oktober 1989 tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur dan Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991  dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 890/872/SJ tanggal 23 Maret 1990 tentang Pelaksanaan Program dan Penataan Kelembagaan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, untuk dapat digunakan sepenuhnya sebagai pedoman pelaksanaan Program Diklat 1990/1991 dan sekaligus dalam mempersiapkan Program Diklat 1991/1992 sebagai berikut:

I. Sistematika Repelita V dan Penyusunan Anggaran

II. Kebijaksanaan Pendidikan dan Latihan Aparatur

III. Sasaran Pendidikan dan Latihan

IV. Koordinasi Penyusunan program Pendidikan dan Latihan

V. Jenis-Jenis Pendidikan dan Latihan

VI. Diklat Luar Negeri

VII. Widyaiswara/Akreditasi Diklat.

I. SISTEMATIKA REPELITA V DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Program pendidikan dan latihan merupakan sarana pembinaan pegawai yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aparatur pemerintah. Disamping itu juga merupakan sarana pembudayaan idiologi Pancasila, demokrasi pancasila dan P4, dan disiplin nasional. Program pendidikan dan latihan tidak semata-mata hanya berisikan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga sekaligus perbaikan sikap dan maningkatkan pengabdian, disiplin dan ketauladanan. Kegiatan pendidikan dan latihan tersebut ditingkatkan agar kesenjangan antara sikap dan kemampuan yang dipersyaratkan bagi suatu jabatan atau pekerjaan tertentu dengan sikap dan kemampuan yang nyata-nyata dimiliki oleh pengembannya dapat diatasi . (Bab 30 Repelita V).

2. Repelita V nasional menggariskan bahwa permasalahan administrasi Kepegawaian yang dihadapi sekarang ini meliputi masalah formasi dan pengadaan, disiplin, pendidikan dan latihan, pembinaan karier, tingkat penghasilan dan kesejahteraan, pension serta system informasi Kepegawaian . Dengan demikian maka  kegiatan pendidikan dan latihan hanya salah satu dari masalah-masalah pembinaan Kepegawaian atau kebijakan personil dalam arti yang luas. Oleh sebab itu maka pengelolaan program rangkaian pembinaan aparatur.
Sehubungan dengan itu maka dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan aparatur, seluruh jajaran Diklat harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan seerat-eratnya dengan Biro Kepegawaian baik yang ada di pusat maupun di Daerah-daerah dengan koordinasi dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal untuk lingkup Departemen Dalam Negeri dan Sekretaris Wilayah Daerah untuk lingkup Pemerintah Daerah.

3. Mengenai penganggaran untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan di dalam APBD ternyata tersebar sebahagian di sektor pendidikan dan ada juga di sektor aparatur pemerintah. Untuk tahun yang akan datang peletakan anggaran pendidikan dan latihan aparatur di dalam struktur APBD supaya disempurnakan.

4. Untuk tahun anggaran 1991/1992 dan tahun-tahun selanjutnya proses perencanaan program Diklat aparatur harus menjadi bagian dari mekanisme perencaan program pembangunan sebagaimana yang diatur di dalam PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang dikenal dengan Top Down dan Bottom Up planning. Oleh sebab itu kepada DIKLAT Propinsi yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab program pendidikan dan latihan aparatur, supaya dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya usul-usul perencaan, proses DIK, DIPDA, Lembaran Kerja dan Petunjuk operasional serta melakukan konsultasi dan koordinasi yang serasi dengan seluruh Dinas dan Instansi yang terkait.

II. KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR
1. Repelita V Departemen Dalam Negeri
Pendidikan dan latihan aparatur ditetapkan di dalam Repelita V Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari pembinaan aparatur, hal itu secara jelas dikemukakan di dalam Bab 2 huruf Daerah, Bab 3 huruf Daerah serta Bab 4 huruf H yang mengatur tentang keadaan dan masalah, kebijaksanaan dan langkah, serta program pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. Di dalam bab-bab tersebut sudah sangat jelas arah kebijakan serta program-program pendidikan dan latihan aparatur yang akan dicapai sepanjang Pelita V departemen Dalam Negeri yaitu tahun 1989/1990 – 1993/1994.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/2931/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur, yang mengatur antara lain:
· Koordinasi Penyusunan Program Diklat.
· Landasan penyusunan Program.

· Sasaran.

· Program Tahunan.

· Evaluasi Diklat.

Tetap dijadikan pegangan pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan program Diklat.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1990/1991 yang mengatur antara lain :
Pengaturan Pos Pengeluaran yang terdiri dari :
………………….

A. Pengeluaran Rutin

3)  Pos Baru untuk DIKLAT Propinsi.
Mulai Tahun Anggaran 1990/1991 supaya dibuka Pos baru untuk penyediaan kredit anggaran DIKLAT Propinsi sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2931/SJ tanggal 2 Oktober 1989. (halaman II).
7)  Wisuda APDN secara terpusat pada tahun 1990/1991

untuk penyelenggaraan Wisuda APDN secara terpusat pada tahun Anggaran 1990/1991 supaya masing-masing Daerah, menyediakan kredit anggaran sesuai dengan kebutuhan pada Bagian/Pos 2, 14.1, 1 1 3 1 : Bantuan untuk Instansi Vertikal Dalam Negeri . (halaman 13)
10) Latihan Pra Jabatan 

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Latihan Pra Jabatan dalam Tahun Anggaran 1990/1991. Daerah supaya menyiapkan data calon Pegawai yang akan mengikuti latihan pra jabatan. (halaman 13)
B. Pengeluaran Pembangunan

1) Bantuan untuk APDN/Nasional.
Supaya Propinsi Daerah Tingkat i menyediakan bantuan untuk pembangunan lanjutan *gedung APDN/Nasional sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (halaman 14).

C. Belanja Rutin

4. Bagian 2.2 : Urusan Umum Pemerintahan.
a. Penyeragaman Pos-pos tambahan supaya dibuka pos masing-masing:

g) DIKLAT Propinsi (halaman 19).

b. Pos Pendidikan dan Pelatihan Propinsi.

Bagi Daerah yang sudah membuka Pos DIKLAT Propinsi pada Bagian 2.2., maka biaya pendidikan yang dibebankan pada masing-masing pos, supaya dipindahkan dan disentralisasi pada Pos DIKLAT Propinsi tersebut (halaman 20)
D. Belanja Pembangunan

6. Kredit Anggaran APDN/Nasional.
Penganggaran penyediaan kredit anggaran untuk APDN/Nasional pada APBD Daerah Tingkat I mulai Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebagai berikut:

a. Bagian/Sektor
: 2P.O.A

b. Kode Anggaran
: 2P.O.A.10

c. Uraian 


: Bantuan    Pembangunan    selalui  Instruksi  Gubernur .

d. Sumber dana 
: PAD/Penerimaan bagi hasil

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

7. Pendidikan.
Unit penanggung jawab untuk pendidikan aparat pemerintah Daerah melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ditunjuk DIKLAT Propinsi. (halaman 29)……

Lampiran I.d.
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        Tuhan Yang Maha Esa. ………

4. Surat Edaran  Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Pebruari 1990 Nomor 050.06/435/BANGDA tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991.
…………
X. MASALAH-MASALAH KHUSUS PENEKANAN PEMBANGUNAN 1990/1991

A.  Umum

B.  Kebijaksanaan Program.

Dalam ………… sebagai berikut :
1. ………… dimintakan perhatian khusus kepada Daerah Tingkat I  maupun Tingkat II untuk mempersiapkan diri mengadakan pembenahan kepada aparaturnya. Untuk mengatisipasi hal itu perlu kiranya diadakan peningkatan kemampuan dengan mengadakan latihan-latihan praktis, yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, serta menegakan disiplin pribadi dan peningkatan bidang pengawasan,………………………….

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor 35 Tahun 1989 tanggal 7  Agustus 1989 
Kep.09/VI/1989

Tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pertahanan Keamanan Negara bagi Aparat Departemen Dalam Negeri.
6. Kebijakan-kebijakan yang tertuang ke dalam berbagai ketentuan lain, yang harus dijadikan pegangan dan pedoman pengembangan DIKLAT selanjutnya.
III. SASARAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Bab 30 Repelita V Nasional yang mengatur tentang aparatur pemerintah, program pendayagunaan Kepegawaian khususnya pendidikan dan latihan pegawai secara jelas telah mengatur sasaran pendidikan dan latihan aparatur sebagai berikut

……… “Kemudian dalam rangka usaha peningkatan pemerataan kegiatan di daerah-daerah dan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan rumah tangga daerah sendiri, terutama untuk meningkatkan kemampuan menggali sumber-sumber daerah, maka perhatian lebih besar akan ditujukan kepada pendidikan dan latihan bagi pegawai Kotamadya/kabupaten Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Dalam hal ini termasuk pula pegawai Instansi-instansi vertical di wilayah/daerah tersebut. ………”

hal itu lebih ditegaskan lagi dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/2931/SJ yang antara lain berbunyi:

……….. “Sasaran :

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang dititik beratkan pada pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II. Sasaran utama pendidikan dan latihan sedapat mungkin diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas aparatur di tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II, Kecamatan dan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian Daerah Tingkat II dalam mengurus rumah tangganya atas kemampuannya sendiri serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh aparat pemerintah Daerah Tingkat II, Kecamatan dan desa/Kelurahan, …………”
Dengan demikian jelas arah sasaran pendidikan dan latihan selama pelita v ini akan kita tuju yaitu kepada para pegawai Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan kelurahan/Desa.

IV. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DIKLAT

Untuk lebih memantapkan penyusunan program pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka sejak tahun 1990/1991, penyusunannya dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Sekwilda Tingkat I dengan anggota-anggotanya sebagaimana yang telah diatur di dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/2931/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan dan latihan aparatur.

Berhubung pola penyusunan program pendidikan dan latihan terkait erat dengan system penyusunan anggaran, dan hal ini merupakan hal yang mulai dipolakan tahun 1990/1991, maka selama lima tahun yang akan datang, penyusunan program pendidikan dan latihan tetap dilakukan oleh Tim Koordinasi tersebut yang dibantu oleh Widyaiswara Daerah.

Usul program Diklat oleh instansi Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II diajukan kepada Tim Koordinasi dengan 1 (satu) copy disampaikan kepada Diklat Propinsi.

Selanjutnya setelah memperoleh arahan (termasuk pendapat Bappeda dan biro Keuangan yang juga anggota Tim Koordinasi) diberikan kepada Diklat Propinsi yang kemudian diajukan secara fungsional kepada Bappeda/Biro Keuangan untuk dituangkan ke dalam RAPBD.

Untuk mendukung tugas Tim tersebut ditunjuk Sekretariat Tim pada Diklat Propinsi yang dapat dibantu oleh para staf yang terdiri dari staf Biro kepegawaian, staf Bappeda dan staf Biro Keuangan sebanyak-banyaknya 7 orang.

Bappeda agar berupaya sehingga penyusunan program Diklat ini berada dalam system perencanaan di Daerah.

Selanjutnya periksa Bagan mekanisme Penyusunan program Diklat Aparatur (halaman 6 a).

V. JENIS DIKLAT

A. Diklat kader

1. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri

a. Berhubung secara bertahap APDN Daerah akan berakhir kegiatan pengajarannya karena akan disatukan di APDN Nasional di Jatinangor Bandung Jawa Barat, maka asset APDN baik yang terdiri dari sarana dan prasarana serta unsur manusianya yang terdiri dari tenaga administrasi, dan tenaga pengajar supaya secara bertahap mulai dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan di Daerah. Setelah tahun 1991/1992 aset ApDN tersebut sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola oleh Diklat Propinsi.

b. Berhubung sampai dengan tahun 1991/1992 masih terdapat mahasiswa yang perlu diselesaikan pembinaannya oleh masing-masing APDN, maka kegiatan pembinaan mahasiswa APDN tersebut tetap dilakukan semaksimal mungkin, baik dalam hal pengajaran, pelatihan maupun pengasuhan.

c. Penelitian dan penulisan Skripsi para mahasiswa APDN supaya diarahkan kepada topik-topik dan obyek di wilayah Kecamatan, Desa dan kelurahan.

Metode penelitian dan penulisan sedapat mungkin menggunakan metode deskriptip analitis dan analisa factor. Lima (5) skripsi terbaik di tiap APDN supaya dapat diterbitkan.
Topik penelitian skripsi mahasiswa APDN tahun 1990/1991 berkisar pada :
1) Desa/Kelurahan

a) Kelembagaan Desa/kelurahan;

b) Sumber kekayaan Desa;
c) Otonomi Desa;

d) Penduduk dan hubungan kerja LKMD;

e) APPKD;

f) Klasifikasi Desa/Kelurahan;

g) Lomba Desa/Kelurahan;

h) Analisa Potensi Desa/Kelurahan;

i) Monografi Desa.

j) Dan lain-lain topic di bidang pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan dan pembangunan masyarakat.

2) Kecamatan

a) Kelembagaan;

b) Administrasi dan management Pemerintah kecamatan;

c) Identifikasi tugas-tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh Camat sebagai aparat dekonsentrasi;

d) Koordinasi;

e) Pelaksanaan Inmendagri Nomor 1 Tahun 1989 tentang Monografi Desa;

f) Pelaksanaan Inmendagri Nomor 16 Tahun 1989 tentang penyampaian informasi pembangunan dalam segala peningkatan gerakan peran serta masyarakat dan pemantapan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;

g) Dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas Kecamatan.

d. Untuk tahun 1990/1991 wisuda APDN tetap dilaksanakan terpusat sekitar bulan Desember 1990. Agar supaya Pemerintah Daerah dan jajaran APDN mempersiapkan pelaksanaan wisuda ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan tahun ini lebih baik lagi disbanding tahun yang lalu.
2. Institut Ilmu Pemerintahan

a. Calon mahasiswa IIP dapat diperluas bukan hanya yang berasal dari APDN tetapi juga dari Sarjana Muda yang berasal dari berbagai disiplin lainnya seperti APMD, S1, Hukum, Keuangan dan lain-lain.

b. Proses seleksi untuk tahun 1990/1991 akan dilakukan pada tanggal 9 – 10 April yang akan datang dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan seleksi dimaksud supaya memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparat yang bertugas di Kabupaten dan Kecamatan yang terpencil. Proses seleksi harus benar-benar dapat menjaring calon yang potensial baik dari segi akademis maupun kepribadian.

c. Pembinaan para mahasiswa IIP harus lebih ditingkatkan lagi baik pembinaan disiplin, pembinaan mental maupun pembinaan akademis.

d. Agar keterkaitan APDN dan IIP menjadi lebih nyata, maka dosen IIP diminta untuk turut membina APDN melalui pengujian akhir mahasiswa APDN, sekaligus memberikan kuliah umum di APDN, bimbingan penulisan skripsi dan lain-lain.

e. Kepustakaan IIP agar lebih dilengkapi lagi dengan buku-buku yang terbaru sehingga IIP tidak ketinggalan di dalam mengembangkan ilmu pemerintahan. Untuk itu IIP membuat daftar buku yang ada di Perpustakaan IIP, serta daftar buku tambahan yang dibutuhkan.

f. Penulisan skripsi dan Kuliah kerja Nyata mahasiswa agar diarahkan wilayah kecamatan dan desa, yang hal ini akan sangat berarti bagi upaya pimpinan DEPDAGRI merealisasikan titik berat otonomi Daerah Tingkat II.

3. Perguruan Tinggi Negeri

Sampai saat ini masih dirasa perlu untuk melanjutkan kerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri, yang telah menanda tangani piagam kerja sama dengan Departemen Dalam negeri.

Seleksi aparatur yang akan ke PTN untuk tahun 1990/1991 ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 April 1990 bersama-sama dengan seleksi mahasiswa IIP. Dalam pada itu tiap pemerintah Daerah melaporkan jumlah Mahasiswa yang tugas belajar pada PTN.

4. Kursus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SUSPIMPEMDAGRI)

Berdasarkan kerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, maka kursus ini masih tetap akan dilanjutkan. Untuk itu Pemerintah Daerah menyiapkan calon dan melakukan testing yangl lebih obyektif terutama dari segi fisik dan mental. Disamping itu supaya dimonitor dan dievaluasi para peserta yang telah mengikuti kursus tersebut.

Kepada Pemerintah Daerah yang belum mendayagunakan lulusan SUSPIMPEMDAGRI sebagaimana yang telah digariskan diminta untuk segera mendayagunakan mereka.

B. Diklat Penjenjangan Karier

Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian di dalam proses diklat penjenjangan karier:

1. Pra Diklat

a. Pemerintah  Daerah supaya menyiapkan daftar jumlah pejabat struktural yang potensial untuk dipromosikan akan tetapi belum mengikuti pendidikan penjenjangan karier. Daftar ini akan dijadikan bahan dalam proses seleksi. Kesempatan untuk mengikuti seleksi ini supaya diberikan secara selektif kepada pejabat yang benar-benar potensial.

b. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para aparatur di tingkat Kabupaten dan kecamatan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan karier.

c. Kepada jajaran pendidikan dan latihan dibantu Biro Kepegawaian di Kantor Pusat Departemen Dalam negeri/Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II supaya mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dan seerat-eratnya dalam persiapan dan penyelenggaraan seleksi.

2. Masa Diklat

a. Kepada seluruh jajaran Diklat supaya mempersiapkan pedoman penyelenggaraan Diklat secara konsepsional baik penyiapan kurikulum dan silabus, organisasi penyelenggara maupun metode penyelenggaraan, termasuk cara-cara bimbingan pembinaan dan pengasuhan peserta. Sehingga setiap aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya baik dari segi kemampuan maupun ketrampilan serta semangat dan sikap kepribadian yang lebih mantap dalam melaksanakan tugas mendatang. Sehubungan dengan itu baik kepada Badan Pendidikan dan Latihan. Diklat Wilayah, Diklat Propinsi, agar supaya menyiapkan jadwal kegiatan tahunan, daftar tenaga pengajar/pelatih/pengasuh, fasilitas yang tersedia serta persiapan-persiapan lainnya.
Kurikulum dan silabus agar selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu dan teknologi.

b. Metode analisis kasus dan pemecahan masalah supaya lebih diintensifkan pelaksanaannya di Diklat  penjenjangan karier, demikian pula halnya dengan praktek Kerja Lapangan dari para peserta Diklat Penjenjangan agar diarahkan diwilayah Kecamatan dan Desa.
c. Agar setiap penyelenggaraan pendidikan dan latihan digunakan sebagai sarana pengkajian terhadap masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Disamping itu melalui kegiatan pendidikan dalatihan dapat pula disebarkan berbagai peraturan/kebijaksanaan baik yang berasal dari Departemen Dalam Negeri maupun yang berasal dari Departemen lainnya, yang dilihat dari urgensinya perlu diketahui oleh aparat Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah.

Dengan demikian fungsi pendidikan dan latihan tidak hanya sebagai wahana pengajaran saja tetapu mencakup pula pengkajian dan penyebarluasan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

d. Agar setiap peserta pendidikan dan latihan terutama Diklat penjenjangan karier menyusun action plan menjelang akhir masa pendidikan, yang akna dievaluasi pelaksanaannya di lapangan.

3. Pasca Diklat

a. Sambil menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur pemanfaatan alumni pendidikan penjenjangan karier, diminta mulai sekarang mengkaitkan promosi jabatan dari seoran gpegawai dengan tingkat pendidikan penjenjangan yang telah diikutinya. Jangan sampai ada aparatur yang telah mengikuti pendidikan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkarya.
b. Menyiapkan data dari para aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan latihan serta pendayagunaan dan pemanfaatannya, supaya dapat terus diikuti perkembangannya dan seluruh jajaran Diklat senantiasa melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan yang cermat.
c. Dalam mendayagunakan dan memanfaatkan para aparatur yang telah mengikuti Diklat, agar dipedomani ketentuan Menteri Dalam Negeri yang mengatur masa jabatan dari seorang aparatur di dalam satu Jabatan yaitu tidak lebih dari 5 tahun.

4. Diklat Tehnis Fungsional 

Pendidikan dan latihan Tehnis Fungsional yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh baik dalam penyiapan maupun dalam pelaksanaannya, diantaranya ialah:
a. Kursus Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Terpadu (PTPD).

Perencanaan dan Tatalaksana Pembanguan Daerah dilakukan dalam rangka Diskusi Panel Kursus Orientasi Pembangunan Daerah (KOPD) dan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD). Penyiapan tehnis penyelenggaraan kursus ini serta penentuan pejabat yang diikutkan dalam kursus ini benar-benar disiapkan dengan sebaik mungkin, baik untuk pejabat di wilayah kabupaten maupun para pejabat di wilayah Kotamadya. Jadi PTPD ini tidak saja untuk wilayah kabupaten tetapi juga untuk wilayah perkotaan. Upaya ini akan diprogramkan tahun 1990 ini.
b. Kursus Project Management System (PMS)

Seluruh pimpinan proyek dan staf harus memiliki sertifikat PMS. Oleh sebab itu supaya diinventarisir para pimpinan proyek dan stafnya yang ada di Dati I dan II yang belum mengikuti kursus PMS ini dan menyiapkan rencana pelaksanaan kursus dimaksud.
c. Kursus Anggota Badan Pengawas BUMD

Setiap anggota Badan pengawas Badan Usaha Milik daerah wajib mengikuti kursus ini dengan maksud agar mereka memahami prinsip-prinsip manajemen perusahaan. Untuk itu supaya diinventarisir para anggota yang belum mengikuti kursus dimaksud dan menyiapkan penyelenggaraannya.
d. Kursus Camat

Menyiapkan penyelenggaraan kursus Camat baik untuk Camat Perkotaan, Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Camat terpadu yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara bertahap.
e. Kursus Pemerintahan bagi para Kepala Desa

Kursus ini perlu diberikan kepada para Kepala Desa yang baru dipilih, dimana pelaksanaannya dilakukan dalam 3 phasa. Untuk menyelenggarakan kursus hendaknya bekerja sama Biro/Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Direktorat / Kantor Pembangunan Desa.
f. Orientasi Legislatif bagi para anggota DPRD Tk I dan Tk II

Untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman terhadap fungsi DPRD dan pemerintah Daerah umumnya agar segera dipersiapkan orientasi bagi para anggota legislative Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Kepala daerah hendaknya memberikan petunjuk tentang persiapan penyelenggaraan Orientasi Legislatif ini.
g. Berhubung pada bulan Mei 1990 akan diadakan kursus Bupati KDH Tingkat II untuk perkebunan Inti Rakyat, maka mulai saat ini semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kursus ini supaya dapat mulai mempersiapkan kegiatannya. 

VI. LATIHAN PRA JABATAN 

Kepada pegawai baru/calon pegawai negeri yang berlatar belakang pendidikan Sarjana dan sarjana Muda, supaya diberikan pendidikan dan latihan khusus yang dipadukan dengan Latihan Pra Jabatan yang sudah ada sekarang ini; sehingga sebelum mereka ditempatkan pada unit kerja, mereka dapat mengenali tugas dan fungsi Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah, serta berdisiplin dan mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap bela negara.

Kurikulum yang perlu ditambahkan ialah:

a. Latihan Dasar Harkamnas.

b. Pengenalan Tugas.

Kemudian dilanjutkan dengan Latihan Pra Jabatan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

Untuk menyiapkan latihan dasar Hankamnas agar menghubungi Kodam/Korem setempat.

Selanjutnya agar Sekwillda mengatur penyelenggaraannya dengan memfungsikan Diklat propinsi dan APDN setempat dengan kurikulum dan penyiapan tenaga pengajar, berkoordinasi dengan kodam/Korem/Lembaga Pendidikan ABRI setempat serta penyiapan STTPL-nya. Pada saat ini sedang dipikirkan untuk mempersiapkan Diklat Pasca jabatan kepada para pegawai yang akan memasuki masa pension.

VII. PENDIDIKAN DAN LATIHAN LUAR NEGERI

1. Melanjutkanprogram Diklat Luar Negeri untuk para eksekutif senior yang akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 1990 dan waktu-waktu mendatang, untuk kesempatan ini para eksekutif senior tersebut terdiri dari ;
a. Wakil Gubernur 

b. Sekretaris Wilayah Daerah
c. Asisten sekretaris Wilayah Daerah, Ketua Bappeda Tk I

d. Kepala Daerah Tk II

e. Badan DIKLAT/Widyaiswara.

2. Untuk para sekwilda Tk II dalam tahun ini diprogramkan Diklat Luar Negeri ke Negara-Negara ASEAN untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan, industri kecil dan PAD. Oleh sebab itu mulai sekarang sudah dapat diseleksi para Sekwilda Tingkat II yang akan mengikuti program dimaksud.
Kriteria untuk memilih Sekwilda Tingkat II yang akan mengikuti program tersebut ialah yang wilayahnya sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan industri kecil dan yang PAD-nya menunjukkan kenaikan berarti.

3. Jumlah pegawai yang akan dikirim ke luar negeri hendaknya makin ditingkatkan lagi mengingat dari tahun ke tahun tawaran dari berbagai Negara makin banyak. Untuk itu program kursus Bahasa Inggris perlu dilaksanakan guna mendukung kebijakan tersebut. Dalam pada itu kerjasama dengan OTO (Overseas Training Office) BAPPENAS, LAN dengan Badan Pendidikan dan latihan Departemen Dalam Negeri agar lebih ditingkatkan.
VIII. WIDYAISWARA/AKREDITASI DIKLAT

1. Seluruh jajaran Diklat agar menciptakan iklim yang memungkinkan para pejabat fungsional Widyaiswara di lingkungannya terlibat sepenuhnya dalam keseluruhan proses diklat mulai dari assessment kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengedalian sampai dengan evaluasi pelaksanaan diklat dan peserta/alumni.

2. Semua Kepala Diklat dilingkungan Departemen Dalam Negeri agar senantiasa membina Widyaiswara sehingga mampu melaksanakan tugas dan peranannya dalam mendukung kegiatan diklat.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memuat pedoman pembinaan dan pendayagunaan Widyaiswara dilingkungan Departemen Dalam negeri akan segera dikeluarkan.

4. Untuk kemantapan kaitan antara kegiatan diklat dengan pengembangan karier aparatur maka setiap peserta diklat yang telah menyelesaikan diklatnya, supaya diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang disiapkan, di register dan diakreditasir oleh Badan Diklat/Diklat Wilayah/diklat Propinsi di Daerah dan selanjutnya digunakan untuk menghitung kredit point yang nantinya terkait dengan promosi jabatan.
Demikianlah beberapa petunjuk agar digunakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan program pendidikan dan latihan tahun 1990/1991 dan juga selanjutnya telah mulai mengambil langkah-langkah untuk memprogramkan tahun 1991/1992 yang akan datang . Saudara Gubernur KDH Tingkat I agar segera pribadi mengendalikan pelaksanaan berbagai ketentuan tersebut di atas antara lain dalam bentuk Rapat koordinasi secara teratur setiap semester.

Terima kasih

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

TEMBUSAN Yth. :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;

5. Ketua LAN;

6. SEKJEN, IRJEN, para DIRJEN, Kepala Badan dan Staf Ahli di lingkungan Depdagri;

7. WASEKUM Lembaga Pemilihan Umum;

8. Rektor IIP;

9. Para Kepala Biro Setjen Depdagri;

10. Para SEKWILDA TIngkat I;

11. Para Ketua BAPPEDA Tingkat I;

12. Para Kepala DIKLATWIL dan DIKLATPROP;

13. Para Direktur APDN;

